
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

1. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menyusun
pedoman teknis tentang Pengawasan dan
pengenda1ian Barang Milik Daerah

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Wah Kota tentang Pedoman Teknis
Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALlKOTABANJARMASIN,

PERATURANWALl KOTA BANJARMASIN

NOMOR 73 TAHUN2023
TENTANG

PEDOMANTEKNISPENGAWASANDANPENGENDALIAN
BARANGMILIKDAERAH

WALl KOTABANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTANSELATAN

Mengingat:

Menimbang:



/

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta KeIja

menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta KeIja

menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang MUik Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

547);

5. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 63);

6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018

Nomor 15);



program.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
8. Barang MilikDaerah yang selanjutnya disingkat BMDadalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

9. Pengelola BMDyang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan
BMD.

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPDyang mempunyai fungsi
Pengelolaan BMDselaku pejabat pengelola keuangan daerah.

11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMD.
12.Kuasa Pengguna BMDyang selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna

urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganpenyelenggaraan

Daerah.
6. Unit Ketja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa

Pasal 1

Dalam Peraturan WaHKota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota

Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin selaku

Pengelola BMD.
5. Satuan Ketja Perangkat Daerah yang sebelumnya disingkat SKPD adalah

unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

BABI
KETENTUANUMUM

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURANWALl KOTATENTANGPEDOMANTEKNIS

PENGAWASANDAN PENGENDALIANBARANG MILIK

DAERAH.



Barang adalah kepala Unit KeIja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

13.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha BMDpada Pengguna Barang.
14.Pengurus BMDyang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat

dan/ atau Jabatan Fungsional Umumyang diserahi tugas mengurus barang.
15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima,

menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan BMD pada Pejabat
Penatausahaan Barang.

16.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan
BMDpada Pengguna Barang.

17.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan
BMDpada PengelolaBarang.

18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan

BMDpada Pengguna Barang.
19. Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus yang diserahi tugas

menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan BMDpada Kuasa Pengguna Barang.

20. Pengelolaan BMDadalah keseluruhan kegiatan yang meliputi Perencanaan
Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, Pemanfaatan,
pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahan dan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian.
21. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan

BMD untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan

yang akan datang.
22. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat

RKBMDadalah dokumen Perencanaan Kebutuhan BMDuntuk periode 1

(satu) tahun.
23. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam

mengelola dan menatausahakan BMDyang sesuai dengan tugas dan fungsi

SKPDyang bersangkutan.



24. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMDyang tidak digunakan untuk

penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPDdan/ atau optimalisasi BMDdengan
tidak mengubah status kepemilikan.

25. Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh Pihak Lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

26. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementeriarr/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

27. Pinjarn Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalarn jangka

waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelahjangka waktu tersebut
berakhir diserahkan kembali kepada WaliKota.

28. Kerja Sarna Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah
pendayagunaan BMDoleh Pihak Lain dalarn jangka waktu tertentu dalarn
rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.

29. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan
BMD berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan
dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak
Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk

selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan darr/atau sarana
berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka waktu.

30. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan

BMDberupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan

dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalarn jangka

waktu tertentu yang disepakati.
31. Kerja Sarna Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI

adalah kerja sarna antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.
32. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK

adalah WaliKotaatau badan usaha miliknegara/badan usaha milikDaerah
sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan

perundang- undangan.
33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
34. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMDkepada Pihak Lain dengan

menerima penggantian dalarn bentuk uang.
35. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMDyang dilakukan antara



Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah,

atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima

penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai

seimbang.

36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat,

antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain,

tanpa memperoleh penggantian.

37. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD

yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan

yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada
badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum
lainnya yang dimilikinegara.

38. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan Iatau kegunaan
BMD.

39. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMDdari Daftar Barang dengan
menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan
PengelolaBarang, Pengguna Barang dan Iatau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

41. Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMDke dalam
daftar barang yang ada pada Kuasa Pengguna Barang, Pengguna Barang
atau PengelolaBarang menurut penggolongandan kodefikasi barang.

42. Inventarisasi atau disebut juga Sensus adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan Pelaporan hasil pendataan BMD.

43. Pelaporan adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data

dan informasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu, Pengurus
Barang Pengguna atau Pengurus Barang Pengelola yang melakukan
Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna
Barang, Pengguna Barang atau PengelolaBarang.

44. Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti
kepemilikan atas BMD.

45. Daftar BMDatau Daftar Barang adalah daftar yang memuat data seluruh
BMD.



Pasal2
Ruang lingkup yang diatur Peraturan WaliKota ini adalah pengawasan dan
Pengendalian

BAB II

RUANOLINOKUP

46. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang

digunakan oleh masing- masing Pengguna Barang.
47. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMDyang

dimiliki oleh masing- masing Kuasa Pengguna Barang.

48. Laporan BMD adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang dari
laporan barang pengelola dan laporan Pengguna Barang secara semesteran
dan tahunan.

49. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dilruasai dan/atau dimiliki oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana
manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang

diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber­
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budidaya.

50. Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan
atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan
sejak tanggal Pelaporan.

51. Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah
atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

52. AsetLainnya adalah kelompokAsetyang tidak termasuk dalam kategori Aset
Lancar dan Aset Tetap.

53. Intrakomptabel adalah BMD berupa Aset Tetap yang memenuhi kriteria
kapitalisasi.

54. Ekstrakomptabel adalah BMD berupa Aset Tetap yang tidak memenuhi
kriteria kapitalisasi.

55. Rekonsiliasi adalah kegiatan pencocokan data transaksi keuangan dengan
transaksi pembukuan BMDberdasarkan dokumen sumber yang sama.



Pasa16
BMDyang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
a. barang yang diperoleh dari Hibah/ sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjianj'kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang­

undangan;

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah; atau

f. barang yang diperoleh dari hasil pelaksanaan inventarisasi.

PasalS
(1) BMDyang dibeli atau diperoleh atas beban APBDsebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2) BMD yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3) BMDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat

berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal4
(1) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang

digadaikan/dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan
kepada Pihak Lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah

Daerah.
(2) BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BMDrneliputi:
a. BMDyang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;atau
b. BMDyang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal3



Pasal9

(1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf b atas pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD, dalam rangka penertiban
penggunaan, pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMDsesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditindaklanjuti oleh PengelolaBarang dengan meminta aparat pengawasan
intern pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan,
pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasa1S

(1) Pengguna 8arang melakukan pemantauan dan penertiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terhadap penggunaan, pemanfaatan,
Pemindahtanganan,penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMD
yang berada di dalam penguasaannya.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk Unit Ketja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna
Barang.

(3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).

(4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil
audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal7
Pengawasan dan pengendalian PengelolaanBMDdilakukan oleh:

a. Pengguna 8arang melalui pemantauan dan penertiban; dan/ atau

b. PengelolaBarang melalui pemantauan dan investigasi.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN



IKHSANBUDlMAN
BERlTADAERAHKOTABANJARMASINTAHUN2023 NOMOR' 73

"

Diundangkan diBanjarmasin
pada tanggal 1.3 Jl1J.~i 2023

SEKRETARISDAERAHKOTABANJARMASIN,

IBNUSINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 JUJ.d 2C23

WALlKOTABANJARMASIN,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal 12
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasalll
Pada saat Peraturan WaIi Kota ini mulai berlaku, Peraturan WaH Kota
Banjarmasin Nomor 167 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2022 Nomor 167) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan mengenai:

a. struktur pejabat pengelola BMD;
b. format perencanaan kebutuhan BMD;
c. format penggunaan BMD;
d. format laporan hasil penelitian pemeliharaan BMD;
e. format Penghapusan BMD;dan
f. format surat persetujuan,
g. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

BABIV

KETENTUANPENUTUP


